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BUPATI MALANG

Malang, 3\ Maret 2020

Kepada
Nomor . X.750/ 2¢,b /35.07. 050/2020 Yth. Sdr. Kepala Dinas Penanaman
Sifat . Rahasia Modal dan Pelayanan
Lampiran : 1 (satu) berkas Terpadu Satu Pintu
Perihal . Penegasan atas Hasil Evaluasi Kabupaten Malang
Zona Integritas Menuju Wilayah di
Bebas dari Korupsi (WBK) pada KEPANJEN

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Malang Tahun
2019.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2019 oleh
Inspektorat Daerah Kabupaten Malang selaku Tim Penilai Internal
Kabupaten Malang, maka nilai hasil evaluasi adalah total sebesar
87,03, namun belum dapat memenuhi syarat sebagai unit kerja
yang diusulkan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi karena belum memenuhi salah satu persyaratan
sebagai berikut:
a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75,00;
b. Memiliki bobot nilai per area pengungkit minimal 60% pada semua

area pengungkit;
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c. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang
Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,5;

d. Memiliki nilai pada sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi
minimal 13,5 atau minimal skor survei 3,60;

e. Memiliki nilai pada sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,00
atau minimal 100% temuan hasil pemeriksaan (internal dan
eksternal) telah ditindaklanjuti;

f. Memiliki komponen hasil “terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan’.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka berikut ini disajikan
penilaian atas Pengungkit dan Hasil yang dirinci berdasarkan komponen
dan sub komponen Pembangunan Zona Integritas:

. EVALUASI ATAS KOMPONEN PENGUNGKIT
Evaluasi atas Komponen Pengungkit menunjukkan nilai sebesar
53,33 dari nilai maksimal 60,00. Simpulan hasil evaluasi atas
Komponen Pengungkit tersebut diperoleh dari agregasi penilaian
atas sub-komponen sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Terhadap hasil evaluasi atas manajemen perubahan yang

mencapai nilai 7,56 dengan nilai maksimal 8,00, diminta

Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1.1. Mempertahankan prosedur pembentukan Tim Kerja
Pembangunan Z| sesuai dengan kebijakan yang telah
ditetapkan;

1.2. Mempertahankan sosialisasi pembangunan Z| kepada
internal dan stakeholder melalui media/kegiatan interaktif
yang dilaksanakan secara berkala;

1.3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
pembangunan Zona Integritas secara berkala dan
menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi sebagai
langkah perbaikan;

1.4. Melibatkan  seluruh  anggota organisasi dalam
Pembangunan ZI menuju WBK melalui usulan-usulan dari
anggota yang diakomodasikan dalam keputusan.
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2. Penataan Tatalaksana
Terhadap hasil evaluasi atas Penataan Tatalaksana yang
menunjukkan nilai sebesar 6,00 dengan nilai maksimal 7,00,
diminta Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

2.1. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh SOP organisasi
dan melakukan inovasi atas SOP yang telah diterapkan;

22. Melakukan inovasi teknologi informasi terhadap
pelayanan publik maupun operasionalisasi manajemen:;

2.3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Manajemen SDM aparatur
yang menunjukkan nilai sebesar 9,11 dengan nilai maksimal
10,00, diminta Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
3.1. Menetapkan penempatan pegawai sesuai dengan

kebutuhan organisasi;

3.2. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan
pelathan maupun bimbingan teknis (PKS, melalui
lembaga pelatihan, dll) sehingga rencana pengembangan
pegawai/peningkatan  kompetensi  sesuai  dengan
pengelolaan kinerja pegawai;

3.3. Menyusun dan menetapkan kinerja individu yang selaras
dengan indikator kinerja individu level diatasnya;

3.4. Mempertahankan kemudahan akses data infomasi
kepegawaian.

4. Penguatan Akuntabilitas
Terhadap hasil evaluasi penguatan akuntabiltas yang
menunjukkan nilai sebesar 9,48 dengan nilai maksimal 10,00,
diminta Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

4.1. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan pencapaian kinerja;

4.2. Melakukan evaluasi atas penetapan indikator kinerja
sehingga SMART (berorientasi hasil, dapat diukur,
relevan, cukup).
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5. Penguatan Pengawasan

Terhadap hasil evaluasi atas penguatan pengawasan yang

menunjukkan nilai sebesar 11,33 dengan nilai maksimal 15,00,

diminta Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

5.1. Meningkatkan lingkungan pengendalian sesuai yang
ditetapkan organisasi;

5.2. Melakukan inovasi atas kebijakan whistle blowing system
sesuai karakteristik unit kerja;

5.3. Mengimplementasikan dan mengevaluasi penanganan
benturan kepentingan pada seluruh layanan dan secara
berkala.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Terhadap hasil evaluasi atas peningkatan kualitas pelayanan

publik yang menunjukkan nilai sebesar 9,85 dengan nilai

maksimal 10,00, diminta Saudara melaksanakan hal-hal
sebagai berikut:

6.1. Melaksanakan pelatihan kepada pemberi layanan dalam
upaya penerapan budaya pelayanan prima;

6.2. Menginformasikan hasil survei pelayanan kepuasan
masyarakat melalui media yang dapat diakses secara
terbuka (papan pengumuman, website, media sosial,
media cetak, media televisi, radio, dll);

6.3. Melaksanakan tindak lanjut hasil survey kepuasan
masyarakat dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan
publik.

Il. EVALUASI ATAS KOMPONEN HASIL
Evaluasi atas Komponen Hasil menunjukkan nilai sebesar 33,75
dari nilai maksimal 40,00. Simpulan hasil evaluasi atas Komponen
Hasil tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-
komponen sebagai berikut:
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I. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN.
Terhadap evaluasi atas pemerintah yang bersih dan bebas
KKN yang menunjukkan nilai sebesar 13,75 dengan nilai
maksimal 20,00, diminta Saudara melaksanakan survei
eksternal atas persepsi korupsi dan menindaklanjuti temuan
hasil pemeriksaan Internal dan Eksternal.

Il. Kualitas Pelayanan Publik
Terhadap evaluasi atas kualitas pelayanan publik yang
menunjukkan nilai sebesar 20,00 dengan nilai maksimal
20,00, diminta Saudara meningkatkan kualitas pelayanan
publik melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) baik
secara internal maupun eksternal yang dilakukan secara
berkala.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab.
_
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Tembusan: ==
Yth. Sdr. 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Jawa Timur di Sidoarjo;
3. Gubernur Jawa Timur cq. Inspektur
Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo;
4. Inspektur Kabupaten Malang di
Malang.
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PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jin. Raya Mondoroko No. 17-B Singosari Malang 65153
¥ (0341) 451905 email: inspektorat@malangkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI

ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG

TAHUN 2019

Nomor : X.750/251:1/35.07.050/2020

Tanggal : 2L Maret 2020

Lampiran : 1 (satu) berkas

Satuan Kerja . Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Malang

Tahun . 2018

== e ——— e e = T

IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Daerah Kabupaten Malang telah melakukan evaluasi atas
Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun
2019 terhadap 2 (dua) jenis komponen yang harus dibangun meliputi:

1. Komponen Pengungkit;
2. Komponen Indikator Hasil.

Penilaian terhadap setiap program dalam Komponen Pengungkit dan
Komponen Hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili
program tersebut, sehingga dengan menilai indikator dalam masing-masing
komponen tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya
yang berdampak pada pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dengan bobot masing-masing
komponen sebagai berikut:
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1. Komponen Pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu

pencapaian sasaran, dengan rincian bobot masing-masing indikator sebagai

berikut:

NO | UNSUR INDIKATOR KOMPONEN PENGUNGKIT BOBOT
| 1 | Manajemen Perubahan 8%
2 | Penataan Tatalaksana 7%
3 | Penataan Sistem Manajemen SDM 10%

4 | Penguatan Akuntabilitas Kinerja

10%

5 | Penguatan Pengawasan 15%
6 | Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10%

2. Komponen Hasil dalam Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), fokus
pelayanan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, dengan rincian

bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Publik kepada Masyarakat

UNSUR INDIKATOR KOMPONEN HASIL BOBOT

1 | Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan 20%
Bebas KKN

2 | Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan 20%

Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah sebagai Tim Penilai Internal (TPI)

Pemerintah Kabupaten Malang atas pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Malang menunjukkan nilai sebesar 87,08, namun belum dapat memenuhi syarat

sebagai unit kerja yang diusulkan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi karena nilai pada komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih
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dan Bebas KKN” belum memenuhi syarat minimal. Adapun perbandingan hasil
penilaian dengan persyaratan untuk diusulkan berpredikat Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) sebagai berikut:

No. Persyaratan Hasil Penilaian (%) sjee |
1. | Memiliki nilai total (pengungkit dan
hasil) minimal 75,00 dengan minimal 53,33 *
nilai pengungkit 40
2. | Memastikan bobot nilai per area a. Manajemen Perubahan | 94,50 ¥
pengungkit minimal 60% pada semua 5 Tatal =
area pengungkit . Penataan Tatalaksana 85,71
c. Penataan Sistem -
Manajeman SDM 412
d. Penguatan Akuntabilitas | 94,81 *
e. Penguatan Pengawasan | 75,53 .
f. Peningkatan Kualitas &
Pelayanan Publik e
3 | Memiliki nilai komponen hasil |
“Terwujudnya Pemerintah yang 13.75 . '
Bersih dan Bebas KKN” minimal
18,5;
4. | Memiliki nilai pada sub komponen
Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 11,25 v
13,5 atau minimal skor survey 3,60;
5. | Memiliki nilai pada sub komponen
Persentasi TLHP minimal 5,00 atau ;
minimal 100% temuan hasil 2,50 =
pemeriksaan (internal dan eksternal)
telah ditindaklanjuti;
6. | Memiliki komponen hasil
“terwujudnya peningkatan kualitas |
pelayanan publik kepada 20.00 « |
masyarakat minimal 15,00 atau skor
survey minimal 3,00 dan sub
komponen.
Catatan : * Memenuhi syarat
** Belum memenuhi syarat
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani.

B. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan
penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan
efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan
profesional. Dalam perjalanan banyak kendala yang dihadapi, diantaranya
adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan.
Sebagai upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi, maka instansi pemerintah
perlu membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat
menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu periu
secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja
melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

C. Tujuan Evaluasi
Tujuan dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang agar
terdapat keseragaman dalam pemahaman dan tindakan dalam membangun
Zona |Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi serta memudahkan dan
meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

LHE ZI- Dinas Penanaman Modal Ingpektoral Daerah Kabupaten Malang - 9
dan Pelayanarw Tespadw SafiePntiv



D. Ruang Lingkup Evaluasi
Ruang lingkup evaluasi Zona Integritas meliputi kegiatan evaluasi terhadap
Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Dalam penerapannya, lingkup evaluasi Zona Integritas (ZI) mencakup 2 (dua)
jenis komponen yang harus dibangun meliputi:
1. Komponen Pengungkit;
2. Komponen Hasil.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas Penetapan Perangkat Daerah
sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) adalah metodologi pragmatis yang disesuaikan dengan tujuan
evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.
Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan
rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk apakah Perangkat
Daerah yang telah ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona
Integritas bisa diajukan penetapan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi dengan kategori Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) ataukah masih diperlukan pembinaan.

F. Gambaran Umum Evaluatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan pada
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati
Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Malang.
Adapun tugas pokok Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

dan tugas pembantuan Bidang Penanaman Modal;
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b. Melaksanakan Koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi
di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi integrasi,
sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang
tugasnya.

Selanjutnya dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data
base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;

b. Perencanaan strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pinty;

c. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

d. Pelaksanaan penyusunan program Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Pelaksanaan penggalian potensi dan pengembangan penanaman modal;

Pelaksanaan promosi, fasilitas dan kerja sama penanaman modal;

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penanaman modal;

Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;

Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;

Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;

Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;

—Fa ™
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Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang sesuai Struktur Organisasi
yang telah ditetapkan dengan didukung ketersediaan sarana dan prasarana
kelembagaan serta sistem prosedur yang baku, maka Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Malang adalah sebagai berikut:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
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3. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
b. Seksi Penggalian dan Pemetaan Potensi Penanaman Modal:
c. Seksi Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal.
4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal:
a. Seksi Pembinaan Penanaman Modal;
b. Seksi Pengawasan Penanaman Modal;
c. Seksi Pengolahan Data dan Pengembangan Sistem Informasi
Penanaman Modal.
5. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Kemasyarakatan;
a. Seksi Informasi dan Sosialisasi Pembangunan dan Kemasyarakatan;
b. Seksi Verifikasi Pembangunan dan Kemasyarakatan;
c. Seksi Perhitungan  dan Penetapan Pembangunan  dan
Kemasyarakatan.
6. Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Sosial Budaya;
a. Seksi Informasi dan Sosialisasi Perekonomian dan Sosial Budaya;
b. Seksi Verifikasi Perekonomian dan Sosial Budaya;
c. Seksi Perhitungan dan Penetapan Perekonomian dan Sosial Budaya.
7. Unit Pelaksana Teknis;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

G. Gambaran Umum Penetapan Zona Integritas

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang telah melakukan Pencanangan
Pembangunan Zona Integritas sebagai suatu deklarasi/pernyataan bahwa
Pemerintah Kabupaten Malang telah siap membangun Zona Integritas dengan
piagam Pencanangan oleh Bupati Malang pada tanggal 15 September 2015
ditindaklanjuti dengan menetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang untuk diusulkan sebagai Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dengan
Penetapan Nomor: 188.45/679/KEP/35.07.013/2016 tanggal 13 Desember
2016 dan selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Malang harus menentukan komponen-komponen yang harus
dibangun, yaitu Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil.
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BAB I
HASIL EVALUASI

Berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI)

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2019 oleh Tim Penilai
Internal (TPI) Pemerintah Kabupaten Malang menunjukkan nilai sebesar 87,08

dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

A.

EVALUASI ATAS KOMPONEN PENGUNGKIT

Evaluasi atas Komponen Pengungkit diharapkan dapat menghasilkan sasaran
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas
pelayanan publik, yang terdiri darii Manajemen Perubahan, Penataan
Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabiltas Kinerja,
Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Hasil evaluasi atas komponen Pengungkit menunjukkan nilai sebesar 53,33
dari nilai maksimal 60,00.

Simpulan hasil evaluasi atas Komponen Pengungkit tersebut diperoleh dari
agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

. Manajemen Perubahan
Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan
konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja
(culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, agar menjadi lebih
baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.
Hasil evaluasi atas pembangunan manajemen perubahan menunjukkan
nilai sebesar 7,56 dari nilai maksimal 8,00.

(1) Tim Kerja
Tim Kerja telah dibentuk, hasil evaluasi menunjukkan bahwa dalam
seluruh proses pembentukannya menggunakan prosedur yang telah
ditetapkan, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 1,00
dari nilai maksimal 1,00.
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(2) Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas

Dokuman Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas telah
dibangun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa unit kerja telah memiliki
dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas dengan target
prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM dan
terdapat mekanisme atau media sosialisasi pembangunan
WBK/WBBM, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 1,00
dari nilai maksimal 1,00.

(3) Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
Telah melaksanakan sebagian besar kegiatan pembangunan Zona
Integritas sesuai rencana, telah memonitor secara berkala serta telah
menindaklanjuti sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi Tim
Internal, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 1,56 dari
nilai maksimal 2,00.

(4) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
Evaluasi atas perubahan pola pikir dan budaya kerja menunjukkan
bahwa Pimpinan berperan sebagai role model, telah menetapkan
Agen Perubahan, telah melakukan upaya pembangunan budaya kerja
dan pola piker dan semua anggota terlibat dalam pembangunan zona
integritas menuju WBK/WBBM, sehingga hasil evaluasi menunjukkan
nilai sebesar 3,00 dari nilai maksimal 3,00.

. PENATAAN TATALAKSANA
Penataan Tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien
serta terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Hasil atas
Penataan Tatalaksana menunjukkan nilai sebesar 6,00 dari nilai maksimal
7,00.

(1) Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama
Evaluasi terhadap Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan
Utama menunjukkan bahwa Dokumen Prosedur Operasional Tetap
(SOP) Kegiatan Utama telah mengacu pada peta proses bisnis
instansi, telah diterapkan dan dievaluasi, sehingga hasil evaluasi

menunjukkan nilai sebesar 2,00 dari nilai maksimal 2,00.
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(2) E-Office
Evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan
bahwa unit kerja memiliki sistem pengukuran kinerja dan
operasionalisasi manajemen yang menggunakan teknologi informasi,
sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 3,00 dari nilai
maksimal 4,00.

(3) Keterbukaan Informasi Publik
Evaluasi atas keterbukaan informasi publik menunjukkan bahwa telah
terdapat kebijakan keterbukaan informasi dan telah dilakukan
monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar
1,00 dari nilai maksimal 1,00.

lll. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
Penataan Sistem Manajemen SDM aparatur bertujuan untuk
meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju
WBK/WBBM. Hasil evaluasi atas Sistem Manajemen SDM aparatur
menunjukkan nilai sebesar 9,11 dari nilai maksimal 10,00.

(1) Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Ketentuan
Evaluasi atas perencanaan kebutuhan pegawai menunjukkan bahwa
unit kerja menyusun kebutuhan pegawai masing-masing jabatan
mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja,
sebagian besar penempatan pegawai hasil rekruitmen murni mengacu
kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan serta telah
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai
rekrutmen, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 0,45
dari nilai maksimal 0,50.

(2) Pola Mutasi Internal

Evaluasi terhadap Pola Mutasi Internal menunjukkan bahwa telah
melakukan mutasi pegawai untuk pengembangan karier pegawai,
sebagian besar mutasi telah memperhatikan kompetensi jabatan dan
mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi serta
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi pegawai
sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 0,83 dari nilai
maksimal 1,00.
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(3) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Evaluasi atas pengembangan pegawai berbasis kompetensi
menunjukkan bahwa unit kerja telah melakukan training need analysis
untuk pengembangan kompetensi, sebagian besar rencana
pengembangan kompetensi pegawai telah mempertimbangkan hasil
pengelolaan kinerja pegawai dan sebagian kecil pegawai telah
memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun
pengembangan kompetensi lainnya, sehingga hasil evaluasi
menunjukkan nilai sebesar 2,08 dari nilai maksimal 2,50.

(4) Penetapan Kinerja Individu

Evaluasi atas penetapan kinerja individu menunjukkan bahwa seluruh
penetapan kinerja individu telah selaras dengan sasaran kinerja
pegawai (SKP), pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulan
dan hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian
reward (pengembangan karir individu, penghargaan dan lain-lain)
sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 3,75 dari nilai
maksinal 4,00.

(5) Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
Evaluasi atas penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
pegawai menunjukkan bahwa unit kerja telah mengimplementasikan
seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan
organisasi, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 1,50
dari nilai maksimal 1,50.

(6) Sistem Informasi Kepegawaian
Evaluasi atas sistem informasi kepegawaian menunjukkan bahwa data
informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan
dimutakhirkan setiap ada perubahan, sehingga hasil evaluasi

menunjukkan nilai sebesar 0,50 dari nilai maksimal 0,50.
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IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS
Penguatan Akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil evaluasi penguatan
akuntabilitas menunjukkan nilai sebesar 9,48 dari nilai maksimal 10,00.

(1) Keterlibatan Pimpinan
Evaluasi atas keterlibatan pimpinan dalam penguatan akuntabilitas
menunjukkan bahwa pimpinan telah terlibat secara langsung pada
saat penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja, sehingga hasil
evaluasi menunjukkan nilai sebesar 5,00 dari nilai maksimal 5,00.

(2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
Evaluasi atas pengelolaan akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa
unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan, sebagian
besar indikator kinerja telah SMART dan sebagian SDM yang
kompeten melaksanakan pengelolaan akuntabilitas kinerja, sehingga
hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 4,48 dari nilai maksimal
5,00.

V. PENGUATAN PENGAWASAN
Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintah yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi
pemerintah. Hasil evaluasi atas penguatan pengawasan menunjukkan
nilai sebesar 11,33 dari nilai maksimal 15,00.

(1) Pengendalian Gratifikasi
Evaluasi atas pengendalian gratifikasi menunjukkan bahwa
pengendalian gratifikasi telah dilakukan public campaign secara
berkala dan Unit Pengendalian Gratifikasi telah memulai upaya
pengendalian, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 2,51
dari nilai maksimal 3,00.

(2) Penerapan SPIP
Evaluasi atas pembangunan lingkungan pengendalian menunjukkan
bahwa telah dibangun lingkungan pengendalian sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi, melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan
kebijakan dan telah melakukan pengendalian untuk meminimalisir
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risiko yang diidentifikasi, namun belum melakukan inovasi sesuai
karakteristik unit kerja, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai
sebesar 2,25 dari nilai maksimal 3,00.

(3) Pengaduan Masyarakat
Evaluasi atas kebijakan pengaduan masyarakat menunjukkan bahwa
unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan
masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi, namun belum
membuat inovasi sesuai karakteristik unit kerja, sehingga hasil
evaluasi menunjukkan nilai sebesar 2,75 dari nilai maksimal 3,00.

(4) Whistle-Blowing System
Evaluasi atas internalisasi whistle blowing sistem menunjukkan bahwa
unit kerja telah menerapkan kebijakan whistle blowing sistem sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi, namun belum membuat inovasi
sesuai karakteristik unit kerja serta belum melakukan monitoring dan
evaluasi atas pelaksanaannya, sehingga hasil evaluasi menunjukkan
nilai sebesar 1,13 dari nilai maksimal 3,00.

(5) Penanganan Benturan Kepentingan
Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan menunjukkan bahwa
unit kerja telah mensosialisasikan/internalisasi, mengimplementasi
dan mengevaluasi penanganan benturan kepentingan, namun tidak
berkala, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 2,70 dari
nilai maksimal 3,00.

VL. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan
kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi
pemerintah serta untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap
penyelenggara pelayanan publik. Hasil evaluasi atas peningkatan kualitas
pelayanan publik menunjukkan nilai sebesar 9,85 dari nilai maksimal
10,00.
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(1) Standar Pelayanan
Evaluasi atas kebijakan standar pelayanan menunjukkan bahwa
terdapat kebijakan standar pelayanan, telah dimaklumatkan dan
direviu serta perbaikan atas standar pelayanan dan SOP, sehingga
hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 3,00 dari nilai maksimal
3,00.

(2) Budaya Pelayanan Prima

Evaluasi atas penerapan budaya pelayanan prima menunjukkan
bahwa telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana pelayanan,
pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak
sesuai standard dan unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang
berbeda dengan unit kerja lainnya, namun belum direplikasi, sehingga
hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 2,85 dari nilai maksimal
3,00.

(3) Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
Evaluasi atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
menunjukkan bahwa unit kerja telah melakukan survei kepuasan
masyarakat dimana hasilnya telah dipublikasi secara terbuka dan
ditindaklanjuti, sehingga hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 4,00
dari nilai maksimal 4,00.

B. EVALUASI ATAS KOMPONEN HASIL

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi
bertujuan pada sasaran terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN
serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Hasil evaluasi atas Komponen Hasil menunjukkan nilai sebesar 33,75 dari
nilai maksimal 40,00.

Simpulan hasil evaluasi atas Komponen Hasil tersebut diperoleh dari agregasi

penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:
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. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN.
Evaluasi atas pemerintah yang bersih dan bebas KKN menunjukkan nilai
sebesar 13,75 dari nilai maksimal 20,00.

(1) Nilai Persespsi Korupsi (Survey Eksternal)
Evaluasi atas nilai persepsi korupsi menunjukkan bahwa hasil
penilaian Survey Integritas Pegawai yang dilaksanakan oleh pihak
eksternal yaitu sebesar 11,25 dengan nilai maksimal 15,00.

(2) Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang
ditindaklanjuti
Evaluasi atas temuan hasil pemeriksaan (intemal dan eksternal) yang
ditindaklanjuti menunjukkan bahwa seluruh temuan hasil pemeriksaan
internal (Inspektorat Daerah Kabupaten Malang) tahun 2019 telah
ditindaklanjuti, namun temuan hasil pemeriksaan ekstemal (Badan
Pemeriksa Keuangan RI) belum dinyatakan selesai, sehingga hasil
evaluasi menunjukkan nilai sebesar 2,50 dari nilai maksimal 5,00.

Il. Kualitas Pelayanan Publik
Evaluasi atas kualitas pelayanan publik tahun 2019 dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia menunjukkan nilai sebesar 20,00 dari nilai maksimal 20,00.
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BAB Il
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas
(PMPZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang disampaikan bahwa Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang telah
dicanangkan menjadi Zona Integritas Tahun 2016 belum memenuhi syarat untuk
diusulkan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),
sehingga untuk perbaikan ke depan agar dapat memenuhi persyaratan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah ditetapkan, diminta
Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

A. EVALUASI| ATAS KOMPONEN PENGUNGKIT
Evaluasi atas Komponen Pengungkit menunjukkan nilai sebesar 53,33 dengan
nilai maksimal 60,00, simpulan hasil evaluasi atas Komponen Pengungkit
tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

Manajemen Perubahan

Terhadap hasil evaluasi atas pembangunan manajemen perubahan yang
menunjukkan nilai sebesar 7,56 dengan nilai maksimal 8,00, diminta
Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1.1.

=4

13.

1.4.

Mempertahankan prosedur pembentukan Tim Kerja Pembangunan Z|
sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;

Mempertahankan sosialisasi pembangunan Z| kepada internal dan
stakeholder melalui media/kegiatan interaktif yang dilaksanakan
secara berkala;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona
Integritas secara berkala dan menindaklanjuti hasil monitoring dan
evaluasi sebagai langkah perbaikan;

Melibatkan seluruh anggota organisasi dalam Pembangunan Z|
menuju  WBK melalui usulan-usulan dari anggota yang
diakomodasikan dalam keputusan.
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ll. Penataan Tatalaksana

Terhadap hasil evaluasi atas Penataan Tatalaksana yang menunjukkan
nilai sebesar 6,00 dengan nilai maksimal 7,00, diminta Saudara
melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

2.1. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh SOP organisasi dan
melakukan inovasi atas SOP yang telah diterapkan;

2.2. Melakukan inovasi teknologi informasi terhadap pelayanan publik
maupun operasionalisasi manajemen;

2.3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
kebijakan keterbukaan informasi publik.

lil. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Manajemen SDM aparatur yang
menunjukkan nilai sebesar 9,11 dengan nilai maksimal 10,00, diminta
Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

3.1. Menetapkan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan
organisasi;

3.2. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan pelatihan
maupun bimbingan teknis (PKS, melalui lembaga pelatihan, dil)
sehingga rencana pengembangan pegawai/peningkatan kompetensi
sesuai dengan pengelolaan kinerja pegawai;

3.3. Menyusun dan menetapkan kinerja individu yang selaras dengan
indikator kinerja individu level diatasnya;

3.4. Mempertahankan kemudahan akses data infomasi kepegawaian.

IV. Penguatan Akuntabilitas

Terhadap hasil evaluasi penguatan akuntabilitas yang menunjukkan nilai

sebesar 9,48 dengan nilai maksimal 10,00, diminta Saudara melaksanakan

hal-hal sebagai berikut:

4.1. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
pencapaian kinerja;

4.2. Melakukan evaluasi atas penetapan indikator kinerja sehingga
SMART (berorientasi hasil, dapat diukur, relevan, cukup).
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V. Penguatan Pengawasan
Terhadap hasil evaluasi atas penguatan pengawasan yang menunjukkan
nilai sebesar 11,33 dengan nilai maksimal 15,00, diminta Saudara
melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

5.1. Meningkatkan lingkungan pengendalian sesuai yang ditetapkan
organisasi;

5.2. Melakukan inovasi atas kebijakan whistle blowing system sesuai
karakteristik unit kerja;

5.3. Mengimplementasikan dan mengevaluasi penanganan benturan
kepentingan pada seluruh layanan dan secara berkala.

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Terhadap hasil evaluasi atas peningkatan kualitas pelayanan publik yang

menunjukkan nilai sebesar 9,85 dengan nilai maksimal 10,00, diminta

Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

8.1. Melaksanakan pelatihan kepada pemberi layanan dalam upaya
penerapan budaya pelayanan prima;

6.2. Menginformasikan hasil survey pelayanan kepuasan masyarakat
melalui media yang dapat diakses secara terbuka (papan
pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi,
radio, dll);

6.3. Melaksanakan tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat dalam
rangka perbaikan kinerja pelayanan publik.

B. EVALUASI ATAS KOMPONEN HASIL

Evaluasi atas Komponen Hasil menunjukkan nilai sebesar 33,75 dengan nilai
maksimal 40,00 simpulan hasil evaluasi atas Komponen Hasil tersebut
diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

I. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
Terhadap evaluasi atas pemerintah yang bersih dan bebas KKN yang
menunjukkan nilai sebesar 13,75 dengan nilai maksimal 20,00, diminta
Saudara melaksanakan survey eksternal atas persepsi korupsi dan
menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Internal dan Eksternal.
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Il. Kualitas Pelayanan Publik
Terhadap evaluasi atas kualitas pelayanan publik yang menunjukkan nilai
sebesar 20,00 dengan nilai maksimal 20,00, diminta Saudara meningkatkan
kualitas pelayanan publik melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) baik
secara internal maupun eksternal yang dilakukan secara berkala.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Malang dengan harapan ke depan menjadi lebih baik dan
terarah.

Mengetahui, Evaluator:

ERJUR KABUPATEN MALANG 1. MOCH. SHONHADJI, SH

g
N A

B TRIDIYAH MAISTUTI, SH. M.Si 3. DYAN ARYKA KURNIAWATI, SH - @9/

2. EKO NURCAYONO, SH

Pembina Utama Muda
NIP 19630518 198303 2 007
4. SANDI NOVELLIAS, SE LN

5. IWAN ARIFIANTO, SE : %
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d. JApnkah anggota organisasi terkibat dalam Zona 1
| meinuju WHES WBBM?

a. Jikn semua anggota torlibat dalam pembangunan Zona
Integritas menuju WBE,/WBBM [mis: membuat vel-yol,
slogan/motto, bannor, pester dll | dan usulan- usulan dari anggota
diakomodasikan dalam keputusan;
b. Jila sebagian besar anggota terlibat dalnm pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WHEM [mis: membuat yel- vel, alogan fmotte
banner, poster dll |;
o. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona
Integritas menuju WHE/WBEM (mis: membunat yel-vel, slogan /motts
banner, poster dil |;
d. Jikn helum ada anggota terlibat dalam pambangunan Zona
Integritas menuju WBK/WHEEM.

A/BjCID A i

AAN T, 7.0 6.00 85.71%

utama 2.0 2.00 100.00%

& |Apakah SOF mengacu pada peta proses bisnis instansi?
Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses hisnis dan

Juga melakukan inovesi yang selnras;
. Jika samua SOF unit telah mengaou petn proses bianis;
o. Jika sebagian SOP unit telah mengacu peta proses hisnis;
Jika balum terdapat SOF unit yang mengacu peta proses hisnis.

AJBICID A 1

Ed

A

b.{Apakah Prosedur operasional tetap (SOF) telah diterapian? a. Jika unit telah mensrapkan seluruh SOP yang ditetaplon
organisasi dan jugs melakukan inovasi pada SOP yang
ditersplkan;

« ofika unit telah menerapkan seluruh 3CP yang ditetapkan
organisasi;

AMB/CID/E A ! €. Jika unit telah menerapkan sehagian beanr SOP yang
ditetapkan organisasi;

. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOF yang
ditetapkan organisasi;

o Jika unit belum menerapkan SOF yang telah ditetapkan

arganisasi,

3

[

| Apakah Prosedur operasional t=tap (80PF) ioleh dievaluasi? " et dil it itk

ditindakbanjuti berups perbalian SOF atau usulan perbaikan
S0P;
b. ,En- sebaginn besar 80P utama telah dievaluasi dan telah
jutl berupa perk SOP atau usulan perbaikan

A/B/C/D/E A 1 Fo)

. Jika schaglan besar SOF utarma telah dievaluasi tetapi belum
ditindakbanjuti;

d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievahiasi;

e, Jika S8OP belum pemah dievalunsi.

B-Office (4] 40 5.00 75.00%

a | Apakah sistern pengukuran kinerja unit sudah menggunnkan teknologi

informasi? & Jika unit memiliki sistern penguiuran kinerja (e-performance/e-

sakip] yang menggunakan teknologi informasl dan juga melakukan
inovasy;
ABfCT B (V3] b. Jika unit memiliki sistorm pengukuran kinerja (e performance/e-
sakip] yang menggunakan teknologi informasi;

o. Jika belum memiliki sistem penguluran kinerja (e-performance/e
a.-.n_—u_ yang menggunakan teknologi informasi.

= 8

. [Apakeh operasionaltansi manajermnen SDM sudah menggunakan talenaboge

informasi? a. Jika unit _H!.nHE.#. uuﬁ.ﬂu—o._ulr-n.. manajemen SDM yang

menggunak i dan juga mel 1 inovasi:
b, Jika unit memiliki opormsionalisasi manajemen SDM yang
menggunakan teknologi informasi secara terpusat;
c. Jika belum menggunakan teknologi informasi dalam
operasionalisasi manajemen SOM.

AfBIC =] 0.5

o |Apakah pemberian pelavanan kepada publik sudah menggunakan teknologl a, Jika unit memberikarn pelayanan kepada publik dengan

informasi? manggunakan teknologi informasi terpusat/ unit sendiri dan

terdapat movasi;

AjBfC A 1 b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan
menggunakan teknolog informasi secara terpusat;

o Jika helum memberikan polayanan kepada publik dengan
menggunakan teknologi informasi,

=

e e e S e e s et o g o
pemberian lnyanan __e._n.!..s.- publik? teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit,
operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik
sudah dilakukan secarn ra:if
v Jika laporan i Jusisi terhad
e xu.e...uw_ informasi alE —uo—..wﬂ_n..:-u kinerja wnit,
BOM, dan inn layanan kepada publik
E.: dilakukan tetapi n_nh.w mecara berkala;
o oJika En_.uw. o ¥ n-u i terhadap
idalem pengukuran kinerja
unit, _u!..-a!.:a._?..-_ SDM, dan pemberian lavanan kepadn
publi.

A/BJC A 1

| Koterbulnan Informasi Publik (1) 1.0 1.00 100.00%
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o | Apakah terdapat ki i oo i i yany ada dengan standar
kompatensi yang ditetapkan :hn_..w masing-masing jahatan?

ABICID

067

. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawal dengan standar

kompstensi yang ditetapkan sebesar <25%,;

b, Jika persentase kesenjungan kompetensi pegawni dengan standar

kompatensi yang ditetapkan .dnw.n.!_. vuuafucaf

©. Jika sebagian besar b gawai dengan standar
wnB_ESE__ yang &sFuE un Er masing-masing jabatan >50%

T,

o, Jika pe: dengan standar

kompetensi yang EFF“._S-._IEXI.E 2T 0% uoovo

d | Apakah pegawai di Unit Kerja EE. Hna__lif.. g...v..?:h__r-r untuk
mengikuti diklat pan i linnya?

AfBjC/D

o, Jika selurih pegawal di Unit Kerjs tslah memperolah
tarfhak antulk ileuti dillat pin perigembangani
_Eavm.ﬂﬂ_ lainnya;
b Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja talah memperoleh
kesempatan fhak untuk mengiouti dikint maupun pengembangan

kompetensi lainnys;
e Jika sabagian kecil psgawni di Unit Kerja telah memperolsh
kesempatan fhak untuk mengluti diklat maupun pengembangan
kompetensi lainnys,
d. ..-._ﬂ belum ada pegawal di Usnit _Fui_ telah memperoleh
Jhak untuk kit dilelat pun pengembangan
_Eav-sa:a. Ininmya.

.| Dadam apalkah unit kerja melakubkan
upayn ?:V:E»:eu rn___.sn..uiab. -su_.nf pegawai [dapat melslui
progikutsertaan pada b in-housa ing, atau melalui
conching, alau mentoring, LE\

AfBfCID

a, Jika unit kerja o upaya
kepadn selirmh pagawsi;

b. ik unit kerja mainkukan upaya p o
kepada sebagian besar pagawai;
Jilen unit karis melakukan upaya pangembangan kompetens
w.u_ﬂ.al sehagian kmeil pegawai;

d. Jika unit kerja belum melakukan upays pangembangan
kompetanal kepada pagawal,

=

Apakah telah dilakukan itoring dan evaliasi torhadap hasil pengemb.

leompetensi dalam kaltannya dengan perbaikan kiner{a?

AfBJC

a LE mon; -_blknn_!._ wynluasi terhadap hasil pengembangan
i dalaim kai dengan p kineria talah
&F-EX:: secarn bernla;

b. Jiks monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan
kompetens! dalarn kaitannyes dengan perbaikan kineda telah
dilakukan namun tidak secara berkala;

e Jika itoring dan evaluasi terhadap hasil
kempetensi dalain kaitannya dengan perbaikan E_:aai balum

dilakukan,

UMEEE 4

4.0

3.78

.| Apakah tordapat penetapan kinerja individu vang terkait dengan porjanjion
kinerja organisasi?

ABICID

a. Jika selurih penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja
organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja
pegawai [SKF);

b, Jika sebagian besar penetapan kinena indbidu terkait dengan
kinerja organisasi;

. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu terkait dengan
kinerja organisasi;

d, Jika belum ada penctapan kinerja individu terkait dengan kinerjn
orgumisasi.

r

| Apakah ukuran kineda Individu tolah memilild kesesunion dengan indikstor
fanerja individia Jovel distasnya?

A/BfCID

a. Jikn salurub ukuran kinerja individu tolah memilild kesssuainn

denigan indikator kinerje individu leve] diatasnya serta

menggambarkan logic madel;

b. Jika ssbagian besar ukuran kinerja individu telah memililkd
kesesualan dengan indikaior kinera individu level dintmsnya;

. Jilea sebagian kecil ukuman kinecja individa talah memilild
kesesunian dengan indikator kinerja individu level diatasnya;

d, Jika ukuran kineria individu belum memiliki kesesuainn dengan

indikator kinerja individu lovel dintasnyn.

<. |Apakah P C kinerja individu dilak secara pericdlk?

AJBC/D[E

a, Jike pengukuran kinerja indiadu dilokoulan secara bulanan;

b, Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan;
©, Wika pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesternn;
. Jika pengukuran kinerjn individu dilnkukan secara taburan,

&, Jika pengukuran kinerjs individu belum dilakukan,

d.|Apakah hasil penilaian kinerjs individu telah dijadikan dasar urituk permberian
reward (pengembangan karir individu, penghargaan dij?

YT

Ya

Ya, jika hasil hasil penilaian kinerja indwidu telah dijadikan dasar
untuk pemberian roward (p Tearir individ
penghargaan dij.

|8. |Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilakn pegawad {1,5)

1.5

100.00%
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